BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMASA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 ayat
(5), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (3) dan
Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa
Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan
Bupati Mamasa tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2017 tentang

Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di
Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5606);
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Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
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12.

13.

14.

15.

Menetapkan :

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam
Negeri Nomor : 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa
Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
49);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun
2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 80);
Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Mamasa (Lembaran Daerah Kabupaten Mamasa
Tahun 2016 Nomor 161);

Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 4 Tahun 2017
tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten

Mamasa Tahun 2017 Nomor 168).
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MAMASA TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mamasa.
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11.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Mamasa.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah
dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik,
mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan
setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan
ekonomis.

Rokok adalah salah satu Produk Tembakau yang
dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau
dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih,
cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman
nicotianatabacum, nicotianarustica, dan spesies lainnya
atau sintetisnya yang asapnya mengandung Nikotin dan
Tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara
keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau
sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan
dengan cara dibakar, dihisap, dan dihirup atau dikunyah.
Merokok adalah kegiatan membakar Rokok dan/atau
menghisap asap Rokok.

Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar rokok
dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang
sedang dibakar.

Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun
terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok orang
lain.

Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau
ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan
ditandai perubahan perilaku, kognitif, dan fenomena
fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi bahan
tersebut, kesulitan dalam mengendalikan

penggunaannya, memberi prioritas pada penggunaan
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

bahan tersebut dari pada kegiatan lain, meningkatnya
toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus
zat.

Nikotin adalah zat, atau bahan senyawa pyrrolidine yang
terdapat dalam nicotianatabacum, nicotianarustica dan
spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif
dapat mengakibatkan ketergantungan.

Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu
dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi Nikotin
dan air, yang bersifat karsinogenik.

Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut
Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan
tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan
barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi
konsumen agar menggunakan Produk Tembakau yang
ditawarkan.

Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan
atau penyebarluasan informasi tentang Produk Tembakau
untuk menarik minat beli konsumen terhadap Produk
Tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk
kontribusi langsung atau tidak langsung, dalam bentuk
dana atau lainnya, dalam berbagai kegiatan yang
dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan
mempengaruhi melalui Promosi Produk Tembakau atau
penggunaan Produk Tembakau.

Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR
adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang
untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi,
menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan
Produk Tembakau.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik
yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan
hukum.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat
dan/atau tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
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21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
masyarakat.

Tempat Proses Belajar-Mengajar adalah tempat yang
dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar,
pendidikan, dan/atau pelatihan, termasuk perpustakaan,
ruang praktik/laboratorium, dan museum.

Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun
terbuka yang digunakan untuk kegiatan anak.

Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup
yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan
untuk kegiatan keagamaan bagi para pemeluk agama
secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah
keluarga.

Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat
yang dapat berupa kendaraan darat dan udara yang
penggunaannya dengan kompensasi.

Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup
atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja
bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk
keperluan suatu usaha.

Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan
masyarakat.

Pimpinan atau Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok
adalah pemilik atau orang yang karena jabatannya
memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan
dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok.

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau



organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk

usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.

28.Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang

29.

ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam

kandungan.

BAB II
TUJUAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok bertujuan untuk :

a.

(1)

Menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan
sehat;

Melindungi kesehatan perseorangan, keluarga,
masyarakat, dan lingkungan dari bahaya bahan yang
mengandung karsinogen dan Zat Adiktif dalam produk
tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian,
dan menurunkan kualitas hidup;

Melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja, dan
perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan
pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan
dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung
Zat Adiktif berupa Produk Tembakau;

Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan mesyarakat
terhadap bahaya merokok dan. manfaat hidup tanpa
merokok; dan

Melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang

lain.

BAB III
BATAS KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Kawasan Tanpa Rokok di daerah ditetapkan sebagai
berikut :
a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses belajar mengajar;



(2)

(3)

(4)

c. tempat anak bermain;

d. tempat ibadah;

e. angkutan umum;

f. fasilitas olah raga yang tertutup;
g. tempat kerja; dan

h. tempat umum.

Setiap orang dilarang untuk merokok, menjual,
mengiklankan dan mempromosikan produk tembakau di
tempat atau area yang dinyatakan sebagai Kawasan
Tanpa Rokok.

Larangan kegiatan menjual, mengiklankan, dan
mempromosikan Produk Tembakau tidak berlaku bagi
tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk
Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf
h.

Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan Kawasan

Tanpa Rokok.

Bagian Kesatu

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan

meliputi :

a. Rumah Sakit;

b. Rumah Bersalin;

c. Balai Kesehatan;

d. Puskesmas;

e. Puskemas Pembantu;
f. Pos Kesehatan Desa;
g. Posyandu;

h. Balai Kesehatan;

i. Balai Pengobatan;

j. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak;
k. Klinik Kesehatan;

Klinik Kecantikan;



m. Tempat Praktik Dokter/Bidan/Perawat;
n. Apotek;
o. Toko Obat; dan

p. Laboratorium Kesehatan.

Bagian Kedua

Tempat Proses Belajar Mengajar
Pasal 5

Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Proses Belajar Mengajar

meliputi :

a. Tempat pendidikan formal : Sekolah Dasar, Sekolah
Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas/Kejuruan,
Madrasah, Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut,
dan Universitas.

b. Tempat pendidikan non formal : lembaga kursus, lembaga
pelatihan, kelompok belajar, taman kanak-kanak, dan

pusat kegiatan belajar masyarakat;

c. Perpustakaan;

d. Museum;

e. Ruang Praktik; dan
f. Laboratorium.

Bagian Ketiga

Tempat Anak Bermain
Pasal 6

Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Anak Bermain meliputi :
a. Kelompok Bermain Anak (Play Group);
b. Tempat Penitipan Anak;

Tempat Pengasuhan Anak; dan

d. Arena Bermain Anak-Anak.
Bagian Keempat
Tempat Ibadah
Pasal 7

Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Ibadah meliputi :
a. Masjid;
b. Mushollah;
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Gereja;
Kapel;

Pura;
Wihara; dan
Klenteng.

Bagian Kelima

Angkutan Umum

Pasal 8

Kawasan Tanpa Rokok pada Angkutan umum meliputi :

a
b.

o 0

Bus;
Mikrolet;
Angkutan online; dan
Taxi.
Bagian Keenam

Fasilitas Olah Raga yang Tertutup

Pasal 9

Kawasan Tanpa Rokok pada Fasilitas Olah

Tertutup meliputi :

o P

o o

50t 0

[y

Tempat Gym;

Tempat Fitness;

Tempat Panjat Tembok Indoor;
Wahana Trampolin;
Panahan Indoor;

Tempat Bowling;

Tempat Futsal,

Tempat Tennis Meja;
Tempat Billiard;

Tempat Badminton Indoor;
Tempat Tennis Indoor; dan

Tempat lain sejenis.

Bagian Ketujuh
Tempat Kerja

Pasal 10

Raga yang

Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja meliputi :

a.

Tempat kerja pada instansi Pemerintah;



b. Tempat kerja berbadan hukum dalam bentuk Perseroan
Terbatas, Koperasi, atau Yayasan,;

c. Kantor dan Pabrik, kecuali tempat memproduksi produk
tembakau diperbolehkan memproduksi produk
tembakau; dan

d. Ruang Rapat, Ruang Sidang, dan Ruang Seminar.

Bagian Kedelapan

Tempat Umum
Pasal 11

Kawasan Tanpa Rokok pada Tempat Umum meliputi :
Hotel,

a.
b. Restoran;

c. Toko;

d. Pusat Perbelanjaan, Supermarket, Hypermarket, Mall,
Plaza, dan Pasar Modern;

e. Bioskop;

f. Bandar Udara, Terminal, dan Stasiun; dan/atau

g. Tempat Wisata.

BAB IV
PERSYARATAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 12

(1) Pimpinan atau Penanggung jawab tempat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 harus
menyediakan tempat khusus untuk merokok.

(2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. ruangan terbuka atau ruangan yang berhubungan
langsung dengan udara luar sehingga udara dapat
bersirkulasi dengan baik;

b. terpisah dengan bangunan atau area yang dinyatakan
sebagai tempat dilarang merokok;

c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan

d. jauh dari tempat orang berlalu lalang.



Pasal 13

Tempat khusus merokok yang berada di ruangan terbuka

atau ruangan yang berhubungan langsung dengan udara

luar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 pada ayat (2)

huruf a harus memenuhi kriteria :

a.

didirikan paling dekat diluar dari pagar terluar atau batas
jatuhnya kucuran air dari atap bangunan yang
dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok;

merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung
dengan udara luar, yakni ruangan yang salah satu sisinya
tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok
dapat langsung keluar di udara bebas;

dilengkapi dengan tempat pembuangan puntung rokok
dan/atau asbak;

hanya diperuntukkan bagi orang yang berusia 18 tahun
ke atas, dengan memberi tanda peringatan tertulis di
tempat tersebut;

dilengkapi dengan informasi tentang bahaya merokok
bagi kesehatan; dan

dilengkapi tanaman-tanaman untuk mereduksi asap

rokok.

BAB V

BENTUK DAN UKURAN TANDA LARANGAN MEROKOK DAN

(1)

(2)

(3)

TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK
Pasal 14

Pada tempat-tempat yang telah ditetapkan sebagai
Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 pada Ayat (1) wajib dipasang tanda larangan
merokok.

Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi yang
pencahayaannya cukup, serta mudah terlihat dan
terbaca.

Pemasangan tanda larangan merokok sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) menjadi tanggung jawab



Pimpinan atau Penanggung jawab tempat-tempat

tersebut.

Bagian Kesatu

Bentuk dan Ukuran Tanda Larangan Merokok
Pasal 15

Bentuk dan ukuran tanda larangan merokok harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Bentuk : persegi panjang;
b. Ukuran : minimal berukuran 20x30 cm;
c. Warna : kombinasi merah, putih, dan hitam yang
mencolok; dan
d. Materi
1) terdapat tulisan “KAWASAN TANPA ROKOK”;
2) terdapat gambar/simbol rokok menyala yang dicoret
di dalam lingkaran berwarna merabh;
3) mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar
hukumnya;
4) mencantumkan nomor telepon pengaduan kepada
pemerintah daerah atau perangkat daerah;
5) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak

menyilaukan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Ukuran Tanda Tempat Khusus Merokok
Pasal 17

Bentuk dan ukuran tanda/petunjuk tempat khusus merokok
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
a. Bentuk : persegi panjang;

b. Ukuran : minimal berukuran 20x30 cm;

c. Warna : kombinasi merah, putih dan hitam yang
mencolok;
d. Materi

1) terdapat tulisan “TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+7;
2) terdapat tulisan “MEROKOK BERBAHAYA BAGI
KESEHATAN”.

3) Mencantumkan dasar hukumnya;



4) Tanda/petunjuk terbuat dari bahan yang tidak

menyilaukan.

Pasal 18

Tanda larangan merokok dan/atau tanda tempat khusus
merokok harus dipasang pada tempat yang strategis, mudah

dilihat, dan jumlahnya disesuaikan luas ruangan.

Pasal 19

Tanda larangan merokok dan tanda tempat khusus merokok
sebagaimana tercantum dalam lampiran [ dan lampiran II
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

ini.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 20

(1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi peran serta
masyarakat dalam bentuk penyediaan  bantuan
berdasarkan proposal yang diajukan oleh warga
masyarakat.

(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikaji oleh
perangkat daerah berdasarkan tingkat kebutuhan dan
rasionalitasnya untuk mendapatkan  rekomendasi
persetujuan secara keseluruhan, sebagian, ataupun
penolakan.

(3) Perangkat daerah menyampaikan rekomendasi
persetujuan penyediaan bantuan sebagaimana dimaksud
pada Ayat (2) kepada Bupati yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dengan
membentuk Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok yang

ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.



(2)

(1)

(2)

(1)

Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

a. Menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan
terhadap Kawasan Tanpa Rokok;

b. Membantu  Kepala Perangkat Daerah  dalam
menginventarisasi fasilitas yang belum ditetapkan
sebagai Kawasan Tanpa Rokok;

c. Melaksanakan pengawasan terhadap Kawasan Tanpa
Rokok;

d. Membantu pejabat yang berwenang dalam memproses
setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan
pemantauan; dan

e. Melaporkan pelaksanaan tugas tim kepada Bupati.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, Tim Pemantau Kawasan
Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
pada ayat (1) dapat dibantu oleh masing-masing
pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa
Rokok.

Pimpinan dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa
Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap
bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada

Ketua Tim Pemantau Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 23

Kewenangan Bupati melakukan pengawasan atas

penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan

secara teknis oleh perangkat daerah yang mempunyai
tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang
dinyatakan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, yakni :

a. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap
Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas pelayanan
kesehatan;

b. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di

bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap



(2)

Kawasan Tanpa Rokok pada tempat proses belajar
mengajar dan tempat anak bermain dan/atau
berkumpulnya anak-anak;

c. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang sosial melakukan pengawasan terhadap
Kawasan Tanpa Rokok pada tempat ibadah;

d. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang  perhubungan  melakukan  pengawasan
terhadap Kawasan Tanpa Rokok pada angkutan
umum;

e. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap
Kawasan Tanpa Rokok pada fasilitas olahraga;

f. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan
Kawasan Tanpa Rokok pada tempat kerja;

g. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang  pariwisata dan bidang perhubungan
melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok pada
tempat umum,;

h. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang ketertiban umum melakukan pengawasan
seluruh Kawasan Tanpa Rokok;

i. Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di
bidang pertamanan melakukan pengawasan Kawasan
Tanpa Rokok pada kawasan pertamanan atau tempat

lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan

j- Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya

melakukan pengawasan Kawasan Tanpa Rokok selain
pada kawasan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf i.
Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilaporkan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.



Pasal 24

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan di tingkat
desa dan  kelurahan, Bupati dapat melimpahkan
kewenangannya kepada camat yang ditetapkan dengan Surat

Keputusan Bupati.

Pasal 25

Format laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam
lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
DENDA ADMINISTRATIF

Pasal 26

(1) Setiap orang yang tidak mengindahkan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini dikenakan denda administratif
paling sedikit Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan
paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk
setiap kali pelanggaran.

(2) Setiap pimpinan Lembaga dan/atau Badan pada Kawasan
Tanpa Rokok yang tidak mengindahkan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini dikenakan denda administratif
paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
dan/atau penyegelan.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
langsung disetor ke Kas Daerah jika Pemerintah Daerah
dapat menyelesaikan permasalahan tanpa melalui

pengadilan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

(1) Tempat khusus merokok yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus tersedia
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan

Bupati ini diundangkan.



(2) Pelaksanaan denda administratif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 pada ayat (1) dan ayat (2) diberlakukan
setelah dilakukan pembinaan oleh tim yang dibentuk
dengan Keputusan Bupati.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan
Bupati ini diundangkan.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh tim pada lokasi yang rentan terhadap

ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa

Pada tanggal, 18 November 2019

BUPATI MAMASA,
ttd.
H. RAMLAN BADAWI

Diundangkan di Mamasa

Pada tanggal, 18 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd.

H. ARDIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2019 NOMOR 32



Lampiran I : Peraturan Bupati Mamasa
Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 18 November 2019

TANDA LARANGAN MEROKOK

KAWASAN TANPA ROKOK

Dilarang :
Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan
mempromosikan produk tembakau

SANKSI MEROKOK DI KAWASAN TANPA ROKOK :
DIANCAM DENDA ADMINISTRATIF PALING BANYAK Rp. 100.000,- (SERATUS
RIBU RUPIAH) DAN SANKSI LAINNYA.

BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA
NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

KONTAK PENGADUAN :

BUPATI MAMASA,
ttd.

H. RAMLAN BADAWI



Lampiran II : Peraturan Bupati Mamasa
Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 18 November 2019

TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

TEMPAT KHUSUS MEROKOK 18+

BERDASARKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMASA NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

“MEROKOK BERBAHAYA BAGI KESEHATAN”

BUPATI MAMASA,
ttd.

H. RAMLAN BADAWI



Lampiran III : Peraturan Bupati Mamasa

Nomor : 32 Tahun 2019
Tanggal : 18 November 2019
FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
A. | IDENTITAS LOKASI
1. | Nama Tempat
2. | Alamat
3. | Nomor Telp, Fax, e-Mail

Nama Petugas yang

4. | mengawasi Kawasan Tanpa
Rokok
B PEMASANGAN TANDA KAWASAN TANPA ROKOK DAN TEMPAT
" | KHUSUS MEROKOK
1 Tanda Kawasan Tanpa a. ada b. Tidak Ada
~ | Rokok Jika ada, tuliskan dimana terpasang ?
o Tanda Tempat Khusus a. ada b. Tidak Ada
" | Rokok Jika ada, tuliskan dimana terpasang ?
C. | PENGAWASAN DAN TINDAKAN
1. | Bentuk Kegiatan Pengawasan
Jumlah Pelanggaran
o | & Merokok a. ...orang
" | b. Penjualan/promosi/iklan b. ... orang
produk tembakau
a. Teguran
3. | Tindakan yang telah dilakukan b. Perintah untuk meninggalkan
lokasi
D. | KENDALA/HAMBATAN
E. | SARAN UNTUK TIM PEMANTAU
Mamasa, .....cccovvvvveennnn.

Pimpinan/Penanggung Jawab KTR,

ttd

(Nama terang)

BUPATI MAMASA,

ttd.

H. RAMLAN BADAWI




